KPK 2023

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2024/Periodik - 2023)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ARIEF FATHURRAHMAN
2. Jabatan . PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
3. NHK . 484230
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 825.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 8 m2/25.5 m2 di KAB / KOTA KOTA
SAMARINDA , WARISAN Rp. 825.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 242.200.000
1. MOTOR, HONDA VARIO CW Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp.
2.000.000
2. MOBIL, SUZUKI NEW ERTIGA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
110.000.000
3. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
120.000.000
4. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.

10.200.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -=--
D. SURAT BERHARGA Rp. -—--
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 350.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 1.067.550.000
. HUTANG Rp. 655.118.824
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 412.431.176
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan




KPK 2023

Komisi Pemberantasan Korupsi

dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



KPK 2024

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
I. DATA PRIBADI
1. Nama : SURYA SAPUTRA
2. Jabatan : PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
3. NHK . 436954
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 475.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/197 m2 di KAB / KOTA KOTA

SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 475.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 118.500.000

1. MOBIL, NISSAN GRANG LIVINA 15 SV (4X2) A/T MOBIL
PENUMPAG Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000

2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI
Rp. 3.500.000

3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI
Rp. 10.000.000

4. MOTOR, YAMAHA XEROK SEPEDA MOTOR Tahun 2021, HASIL
SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 85.928.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -—--

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 23.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 702.428.000

. HUTANG Rp. 61.248.136

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 641.179.864
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan




Komisi Pemberantasan Korupsi

dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



KPK 2024

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
UNIT KERJA : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ANDI ARIFUDDIN
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK . 31776
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 800.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA
SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/38 m2 di KAB / KOTA KOTA
MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 164.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL
SENDIRI Rp. 4.000.000

2. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
150.000.000

3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI
Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 21.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -—--

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 500.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 1.485.500.000

. HUTANG Rp. =

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.485.500.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan




KPK 2024

Komisi Pemberantasan Korupsi

dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



KPK 2024

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
I. DATA PRIBADI
1. Nama : NOER ADENANY
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 63799
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 950.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 155 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA
SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 7.500.000
1. MOTOR, HONDA SCOOTER Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp.
3.000.000

2. MOTOR, YAMAHA SCOOTER Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.

4.500.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 13.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 5.230.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -—--
Sub Total Rp. 975.730.000
. HUTANG Rp. ——-
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 975.730.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



KPK 2024

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ARIE NUR NAKAHASIMA OETOMO
2. Jabatan : PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
3. NHK . 436928
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 260.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA
SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
2. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL
SENDIRI Rp. 100.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 93.450.000
1. MOBIL, ERTIGA G Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 93.000.000

2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 450.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 27.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 380.450.000

. HUTANG Rp. 23.379.149

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 357.070.851
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



KPK 2024

Komisi Pemberantasan Korupsi

Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2024/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
UNIT KERJA : BADAN PENDAPATAN DAERAH
I. DATA PRIBADI
1. Nama : HERU PRATAMA
2. Jabatan : PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
3. NHK : 965563
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. L3
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 269.000.000

1. MOBIL, TOYOTA RAIZE MOPEN/MINIBUS Tahun 2023, HASIL
SENDIRI Rp. 250.000.000

2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR/SOLO Tahun 2022, HASIL
SENDIRI Rp. 19.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ==

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 25.542

F. HARTA LAINNYA Rp. 60.000.000

Sub Total Rp. 329.025.542

. HUTANG Rp. 137.819.491

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. 191.206.051
Catatan:

.k

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
I. DATA PRIBADI
1. Nama © RIAWATI
2. Jabatan : PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
3. NHK : 676325
II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN
1. Tanah Seluas 375 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 37.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/103 m2 di KAB / KOTA KOTA
SAMARINDA , HIBAH TANPA AKTA Rp. 220.600.000
3. Tanah Seluas 197 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL
SENDIRI Rp. 50.000.000
4. Tanah Seluas 197 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL
SENDIRI Rp. 50.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN
1. MOTOR, YAMAHA SEPEDAH MOTOR Tahun 2013, HASIL
SENDIRI Rp. 4.000.000
2.  MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA MINIBUS Tahun 2010, HASIL
SENDIRI Rp. 80.000.000
3.  MOBIL, HONDA HRV MINI BUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
300.000.000
HARTA BERGERAK LAINNYA
SURAT BERHARGA
KAS DAN SETARA KAS

nom o 0

HARTA LAINNYA
Sub Total
Ill. HUTANG

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T)

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

358.100.000

384.000.000

66.000.000

808.100.000

808.100.000

Catatan:
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1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



